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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BURU,

bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis
Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Refribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal
156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dalam Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;.

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209};

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 46 Tahun 19899 tentang Pembentukan Propinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 38995)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999
tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3961);
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11.
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13.

14.

15.

16.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258),

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan pertanggung jawaban keuangan daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Tanaman
Pangan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun
2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten
Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2009 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2009
Nomor 15);




Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU
dan
BUPATI BURU
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Dae‘rah adalah Kabupaten Buru;

Pemerintan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Buruy;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bury;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian dan Tanaman
Pangan Kabupaten Bury;

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Buru;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bury;

Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang fidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap
dan bentuk badan lainnya.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tfertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjuinya disebut Reiribusi
adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah;
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Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah, antara lain bibittbenih tanaman, bibit fernak dan bibit/benih
ikan dan lainnya, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
Retribusi;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraiuran
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta;

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang
oleh Waijib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib refribusi untuk melaporkan
data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang
terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan retribusi yang meneniukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang
atau tidak seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
den

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib
retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengoiah data danfatau keterangan fainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan untuk fujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan;

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyididk Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat
disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak -pidana dibidang refribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya;

BAB i
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.



Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah Penjualan Produksi Usaha Daerah yang meliputi :

a. Bibit tanaman;

b. Bibit temak;

c. Bibit/benih ikan;

d. Hasil produksi usaha daerah lainnya.

(2) Dikecualikan dari obyek refribusi adalah penjualan hasil produksi usaha yang dilakukan
oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milikk Daerah dan Pihak

Swasta.
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasit produksi usaha Daerah.

BAB ill
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Refribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.
BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efesien dan berdasarkan pada harga
pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis ukuran hasil produksi yang dijual.

(2) Struktur dan besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan sebagai
berikut :



